BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Menimbang :

Mengingat

PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa adanya perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan perubahan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Menetapkan

8.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 25) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah instansi yang membidangi Pendapatan Daerah.

4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten



10.

Xk

12.

13.

Kapuas Hulu yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan
penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi
Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ratyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk
mengangkut orang dan barang yang beroda 2 (dua) atau lebih
yang dijalankan dengan tenaga mesin.

Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan



14.

tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa

harian, mingguan atau bulanan.

Halaman Parkir atau Taman Parkir adalah ruang terbuka yang
dikhususkan untuk kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara dan dapat juga disediakan untuk
menunjang kegiatan pada gedung utama.

15. Gedung Parkir adalah bangunan yang khusus dibangun untuk
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tempat parkir, baik itu berdiri sendiri maupun melekat dan
sebagai penunjang bangunan utama.

Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan hukum
yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor, baik untuk dan atas namanya sendiri atau
pun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya
diterima atas pelayanan sebagai pembayaran penyelenggaraan
Parkir.

Penerimaan usaha atau omzet adalah penerimaan bruto
sebelum dikurangi baiya-biaya.

Karcis Parkir adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus
sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak.
Porporasi adalah tanda pengesahan dari SKPD atas benda
berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau
diedarkan di masyarakat.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam

Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundangan-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak
dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh
Wajib Pajak.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah.

Surat Pendaftaran Obejek Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wjaib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
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yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau
sangsi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah
yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak DaerahNihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kaputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak
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atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat
diajukan  banding, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan
ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangka.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak



daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

45. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan
pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis
pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

46. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

47.Taksasi adalah menghitung nilai omset rata-rata per hari
dengan mengkalkulasikan faktor daya tampung, waktu
penyelenggaraan, lama penggatian ( turn over ) dan tarif.

Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Setiap Wajib Pajak Parkir, wajib mengisi SPTPD dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandatangi oleh Wajib Pajak serta
menyampaikannya kepada SKPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri
oleh Wajib Pajak atau disampaikan oleh SKPD ke Wajib Pajak
untuk selanjutnya dikembalikan ke SKPD sebagai dasar
perhitungan.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan
pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak Parkir atas
penyelenggaraan tempat Parkir, termasuk penyewaan lahan
parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas
parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

(4) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut
bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak
parkir akan ditetapkan dengan Taksasi.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar
untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan
masa pajak.

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya



masa pajak.

(7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur,
maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja
berikutnya.

(8) Penyampaian dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa :

a. rekapitulasi omzet penerimaan masa pajak yang
bersangkutan.
b. rekapitulasi penggunaan karcis parkir.

(9) Lampiran dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak diberlakukan bagi
penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir
cuma-cuma).

Pasal 11
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Agystus 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

'____——*—‘ﬁ
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS/DAER/ ABUPATEN KAPUAS HULU

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 41
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